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P E  N E T A P A N 

Nomor 0114/Pdt.P/2016/PA.Lbj. 
 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan  mengadili perkara-perkara tertentu 

pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan 

nikah (isbat nikah) yang diajukanoleh: 

xxxxxxxxxxxxx, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat 

Kabupaten Manggarai Barat; 

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I; 

xxxxxxxxxxxxx, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

Alamat Kabupaten Manggarai Barat; 

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca surat-surat perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; 

Telah memeriksa bukti-bukti.dalam persidangan ; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 

2016 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 27 Juli  

2016 dalam register perkara Nomor 0114/Pdt.P/2016 /PA.Lbj. yang telah diperbaiki dan 

disempurnakan secara lisan didepan persidangan telah   mengemukakan   hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan 

pernikahan menurut agama Islam di  Nanganae, Desa Macang Tanggar,  kecamatan 

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; 

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah  Ayah Kandung bernama 

xxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang Rp. 30.000, dan disaksikan oleh  2 (dua) 

orang saksi,  1. xxxxxxxxxxxx,  umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, 
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bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, 2.  xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama 

Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;  

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah 

dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, 

beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada 

unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun 

4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada 

halangan untuk menikah,  Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka 

sedangkan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada 

hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan; 

5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II 

tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;  

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: 

a. xxxxxxxxxxxx; 

b. xxxxxxxxxxxx; 

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal  14 

Oktober 2000 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan 

akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 

tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum; 

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan 

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas 

hukum mendapatkan kutipan akta nikah untuk pembuatan Akta kelahiran;  

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengad ilan 

Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan 

Pemohon I dan Pemohon II; 

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh 

karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama 
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Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma 

(Prodeo); 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan 

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo); 

3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan d i 

Nanganae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat 

pada tanggal 14 Oktober 2000 adalah sah secara hukum; 

4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara; 

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa sebelum memperoses pokok perkara terlebih dahulu hakim yang b ersidang 

memeriksa permohonan berperkara secara Cuma Cuma ( prodeo ) yang diajukan oleh 

Pemohon I dan Pemohon II; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permonannya untuk berperkara secara Cuma 

Cuma ( prodeo ) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa fo to  

copy Surat Keterangan Tidak mampu  Nomor EK.05.4/07/80/VII/2016, , tanggal 23 Juli l 2016 

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai 

Barat ; 

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu tersebut, Hakim yang bersidang  

telah menemukan fakta dalam persidangan , bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II 

adalah orang yang tidak mampu, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II 

untuk bersidang dengan secara Cuma Cuma ( prodeo) dapat dikabulkan dengan putusan sela 

Nomo 0114/Pdt.P/2016/PA.Lbj.tanggal 22 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut : 

1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;  

       2.Memeberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo ;  

3.Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkaranya ;  

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya   Pemon I dan Pemohon II  telah 

mengajukan bukti tertulis berupa: 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 

 

-  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx ( Pemohon I ) yang dikeluarkan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah 

dicocokkan ternyata  sesuai dengan aslinya,   bermeterai cukup ,oleh Majelis diberi Kode 

( P.1 ) ;  

-  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxx ( Pemohon II ) yang 

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, 

telah dicocokkan ternyata  sesuai dengan aslinya,   bermeterai cukup ,oleh Majelis diberi 

Kode ( P.2 ) ;  

- Bahwa  selain bukti Tulis Tersebut,  Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 ( dua ) 

orang saksi yaitu ; 

1. xxxxxxxxxxxxx umur 47  tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan  , pendidikan 

SMA,bertempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat ; setelah saksi tersebut 

bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut  memberikan keterangan sebagai berikut: 

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , ; 

- bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan 

suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2000      

di Nanga Nae Desa Macang Pacar     , yang menjadi wali nikah adalah ayah   

kandung Pemohon II  bernama xxxxxxxxxxxxx   saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxxxx  

dan xxxxxxxxxxx   dengan  maskawinnya berupa uang Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu 

rupiah )  dibayar  tunai;  

- Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah ;  

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon  I  jejaka,Pemohon II perawan  keduanya tidak 

ada halangan kawin, karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan saudara 

kandung maupun sesusuan; 

- Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ; 

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini   antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak 

pernah bercerai ; 

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Setempat, karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan 

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ; 

- Bahwa dari  pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II  memperoleh 2  

orang anak  bernama : 

Disclaimer
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a. xxxxxxxxxxxxxxx; 

b. xxxxxxxxxxxxxxx;  

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon IImengajukan permohonan Isbat Nikah ini 

untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ;  

2. xxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Tani   , pendidikan SMA,bertempat kediaman di 

Kabupaten Manggarai Barat ; setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, 

saksi tersebut  memberikan keterangan sebagai berikut: 

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , ; 

- bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan 

suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2000      

di Nanga Nae Desa Macang Pacar   , yang menjadi wali nikah adalah ayah   kandung  

Pemohon II  bernama xxxxxxxxxxxxx   saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxxx dan 

xxxxxxxxxx       dengan  maskawinnya berupa uang Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu 

rupiah )  dibayar  tunai;  

- Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah ;  

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon  I  jejaka,Pemohon II perawan  keduanya tidak 

ada halangan kawin, karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan saudara 

kandung maupun sesusuan; 

- Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;  

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini   antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak 

pernah bercerai ; 

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Setempat, karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan 

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ; 

- Bahwa dari  pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II  memperoleh 2  

orang anak  bernama : 

a. xxxxxxxxxxx; 

b. xxxxxxxxxxx;  

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon IImengajukan permohonan Isbat Nikah ini 

untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ;  

Disclaimer
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Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dengan 

menyampaikan  kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ,  

serta mohon penetapan; 

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat 

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

penetapan ini.  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa  maksud  dan tujuan permohonan    Pemohon I dan Pemohon II 

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; 

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan ,Pemohon I dan 

Pemohon II telah datang menghadap dalam persidangan ;  

Menimbang bahwa ,  pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon 

penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang 

dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2000 di Nanga Nae Desa 

macang Pacar  , Kecamatan Komodo , Kabupaten Manggarai Barat untuk kepentingan 

mendapat Buku Nikah sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ;  

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan 

Pemohon II telah memberikan keterangan  dan  mengajukan bukti tertulis dan  saksi saksi 

dalam persidangan ; 

Menimbang bahwa, bukti  ( P.1 )   berupa foto copy KTP.atas nama   Pemohon I  , ( 

P.2 ) berupa foto copy KTP.atas nama   Pemohon II kedua    bukti terstebut dibuat oleh 

Pejabat yang berwenang,   bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;  

Menimbang saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan 

orang dilarang menjadi saksi memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan 

dengan mengangkat sumpah , oleh karena itu telah memenuhi syarat formil  saksi ;  

Menimbang bahwa katerangan antara saksi satu dan yang lainnya   saling 

bersesuaian dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh karena itu telah 

memenuhi syarat materiil saksi ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan 

Disclaimer
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Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1   danP.2, ,  Pengadilan Agama Labuan 

Bajo berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan aquo;  

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II  telah 

mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah 

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: 

- bahwa pada tanggal 14 Oktober 2000    telah dilaksanakan perkawinan antara  Pemohon 

I dengan  Pemohon II di  Nanga Nae Desa Macang Pacar    Kecamatan Komodo   

,Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah ayah   kandung Pemohon II  bernama 

xxxxxxxxxxxxxx    dengan  maskawin berupa uang sebesar Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu 

rupiah ) dibayar tunai, saksi-saksi nikah adalah  xxxxxxxxxx dab xxxxxxxxxx ; 

- Bahwa  pada  saat   perkawinan,   Pemohon I   berstatus Jejaka  dan Pemohon II 

berstatus  perawan   ,  tidak ada halangan kawin menurut  syariat Islam  maupun  

peraturan perundang-undangan yang berlaku ,  dan  tidak ada  orang lain yang keberatan 

atas perkawinan tersebut; 

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai    7 orang 

anak  bernama : 

a. xxxxxxxxxxx; 

           b. xxxxxxxxxxx;  

- Bahwa Pemohon I dengan  Pemohon II sampai saat ini  tidak pernah bercerai atau 

menikah lagi, dan tetap beragama Islam;- 

- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan 

Pemohon IIsangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk sebagai syarat 

mengurus akta kelahiran anak ; 

 Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan 

ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 

Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan;  
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Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan aquo,terlebih 

dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta 

larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam; 

Menimbang,      bahwa fakta-fakta hukum     yang     ditemukan dikorelasikan dengan 

ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan 

Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam  dan 

perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 

8,  Pasal 9,  Pasal 10   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974   juncto Pasal 39,  Pasal 40,  

Pasal 41,  Pasal 42,  Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan 

tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-UndangNomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan;  

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan 

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara 

limitatif,  antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu  perkawinan yang dilaakukan oleh 

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang nomor i tahun 1974 ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 

Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka  terdapat cukup alasan untuk 

mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut; 

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada 

kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I degan 

Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I 

dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak ;  

 Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,   permohonan Pemohon I 

dan Pemohon II dapat dikabulkan  dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I  dengan 

Pemohon  II yang dilaksanakan pada  tanggal 14 Oktober 2000 di Nanga Nae Desa Macang 

Pacar Kecamatan  Komodo  , Kabupaten Manggara Barat; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Ayat (5) Undan g-Undang Nomor 22 

Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang -

Undang Nomor 32 Tahun 1954, Hakim yang bersidang  memerintahkan  kepada Pemohon I 

dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya  pada Pegawai Pencatat Nikah   Kantor   

Urusan   Agama Kecamatan Komodo   Kabupaten Manggarai Barat ; 
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka  sesuai ketentuan 

Pasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada 

Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi sesuai Putusan Sela  Nomor 0114 /Pdt.P/2016/PA. 

Lbj. Tanggal 22 Agustus  2016 Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan untuk membayar 

biaya perkara ;  

Mengingat, ketentuan Hukum Islam dan  pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan serta  hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;  

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan  Pemohon I dan Pemohon II;  

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II 

(xxxxxxxxxxxxxxxxx)   yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2000 di Nanga 

Nae Desa Macang Pacar Kecamatan Komodo   , Kabupaten Manggarai Barat; 

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan 

perkawinannya  pada    Pegawai Pencat Nikah Kantor   Urusan   Agama Kecamatan 

Komodo ,Kabupaten Manggarai Barat; 

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ;  

Demikian ditetapkan    Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari 

Senin tanggal 22  Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqa’idah 1437 H. 

Hakim yang bersidang   Drs. MUH.ZAINI, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersidang dan AZRIADDIN,S.Ag.MH. sebagai Panite ra  

dengan dihadiri oleh  Pemohon I dan Pemohon II ; 

Hakim Tunggal   

                                         

 DRS. MUH.ZAINI 

   

Panitera , 

            

                                                  AZRIADDIN,S.Ag.MH. 

Rincian Biaya Perkara : 
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1. Pendaftaran   Rp.   - 

2. Panggilan Pemohon I & II Rp.    -  

3.Proses                                        Rp.        - 

4. Redaksi                         Rp.         - 

5.- Meterai                            Rp.     -  

Jumlah                Rp.   - 
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